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Tahun ini, tanggal 24 September kita akan merayakan 55 tahun lahimya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Semangat dari UUPA ini
bertujuan untuk meruntuhkan ketidakadilan struktur agraria, bahwa hak atas sumber-sumber agraria harus
dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besamya untuk kemakmuran petani dan bangsa. UUPA menegaskan
bahwa tanah-tanah pertanian ditujukan dan diutamakan bagi mereka yang menggarapnya. Selain itu,
UUPA juga menegaskan prinsip kesetaraan gender sebagai langkah awal dalam perlawanan terhadap

sistem patriarkhi.

Pada Nawacita Presiden Jokowi, reforma agraria disebut secara eksplisit dalam butir kelima dari sembilan
agenda prioritas. Intinya, pemerintah bertekad meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat antara lain dengan mendorong reforma agraria dan program kepemilikan tanah
9 juta hektar bagi petani. Namun pada faktanya, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2015 —
2019 justru lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah seperti pendaftaran tanah positif,
penegasan batas lahan hutan dan hutan, serta sertifikasi. Kesemua ity menekankan pada prosedur legal-

administratif dan bukan hak atas tanah yang sesungguhnya.

Padahal kepemilikan tanah bagi petani gurem semakin menurun, dimana saat ini hanya mencapai rata-
rata 0,3 juta hektar. Konflik lahan dan kriminalisasi terhadap warga, termasuk perempuan, yang menuntut
. pengembalian hak atas tanahnya masih terus terjadi. Massifnya pembangunan infrastruktur yang
memperkuat alih fungsi lahan, konflik agraria dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup selama ini,
telah berdampak pada kehidupan perempuan yang semakin terpinggirkan dari ruang hidupnya. Banyak
perempuan yang akhirnya harus beralih mata pencaharian dengan bekerja di tambang dan perkebunan
sebagai buruh informal ataupun formal tanpa perlindungan dari perusahaan ataupun menjadi buruh migran

tanpa adanya perlindungan dari negara.

Di Yogyakarta permasalahan tanah dan sengketa lahan, sering menjadi ajang konflik di masyarakat, padahal

masalah tanah adalah merupakan amanat reformasi di bidang agraria. Dualisme sistem kepemilikan tanah di

DIY yang rentan dengan konflik sosial. Tanah-tanah yang statusnya abu-abu seringkali menjadi sumber konflik

masyarakat. Berkembangnya kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata membuat para investor

mengembangkan usaha-usaha perhotelan, restoran, pasar-pasar modem dan berbagai ruang untuk dikemas

sebagai area wisata menjadikan tanah sebagai komoditas dengan nilai yang tinggi. Konflik muncul karena

ekspansi usaha yang cenderung mengabaikan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan oleh UU Agraria,

bahwa tanah harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat



